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Negara hukum Indonesia sudah berdiri sejak lebih dari tujuh puluh tahun 
lamanya. Kualifikasinya sebagai Negara hukum pada tahun 1945 terbaca dalam 
Penjelasan Undang-Undang Dasar. Dalam penjelasan mengenai “Sistem 
Pemerintahan Negara” dikatakan “Indonesia ialah Negara yang Berdasar atas 
Hukum (Rechtsstaat)” . Selanjutnya di bawahnya dijelaskan, “Negara Indonesia 
berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar kekuasaan belaka 
(Machtsstaat)”. Sekian puluh tahun kemudian ia lebih dipertegas melalui 
amandemen keempat dan dimasukkan ke dalam batang tubuh konstitusi ,yaitu 
Bab I tentang “Bentuk dan Kedaulatan”. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat  ditulis 
“Negara Indonesia adalah Negara hukum”. 
Penegakan hukum adalah  proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya 
norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum pidana dilakukan oleh 
Negara melalui aparat penegak hukumnya yang saling berkoordinasi dan 
bekerjasama dalam menangani suatu perkara, yaitu instansi atau badan yang 
dikenal sebagai pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga 
pemasyarakatan. Kepolisian bertugas melakukan penyidikan yang dituangkan 
dalamBerita Acara Pemeriksaan (BAP). Kejaksaan bertugas melakukan 
penuntutan dengan suatu surat dakwaan, dan selanjutnya berdasarkan surat 
dakwaandari Penuntut UmumPengadilan akan mengadili perkara kemudian 
menjatuhkan putusan.Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan bertugas melakukan 
pembinaan terhadap narapidana agar dapat kembali menjadi orang baik dalam 
masyarakat. 
Seiring perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di 
Indonesia, diikuti pula perkembangan jenis kejahatan salah satunya adalah kasus 
penipuan dan/atau penggelapan semakin marak terjadi. Mulai dari penipuan atau 
penggelapan yang jumlah kerugiannya sedikit hingga berjumlah milyaran rupiah. 
Tindak pidana penggelapan dan/atau penipuan sering terjadi di berbagai kalangan 
masyarakat. Seorang korban yang mengalami kasus penipuan atau penggelapan 
dapat menempuh jalur hukum dengan melaporkan kepada Kepolisian, selanjutnya 
jika cukup bukti Penuntut Umum mengajukan kasusnya ke pengadilan untuk 
mendapatkan keadilan. 
Secara umum, kepada terdakwa pelaku tindak pidanayang diajukan ke 
pengadilan setelah melalui tahap pembuktian oleh Penuntut Umum, selanjutnya 
oleh hakim akan dinilai dan dijatuhkan putusan. Menurut KUHAP ada 3 (tiga) 
macam putusan pengadilan, yaitu: Putusan yang berisi pembebasan terdakwa 
(vrijspraak), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onstlag van 
rechtvervolging), putusan penghukuman terdakwa. Putusan pemidanaan 
dijatuhkan apabila terdakwa terbukti secara sah bahwa dia benar-benar melakukan 
tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum, sedangkan putusan bebas 
dijatuhkan apabila terdakwa sama sekali tidak terbukti melakukan suatu tindak 
pidana yang didakwakan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini 
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti namun perbuatan yang 
dilakukannya tersebut bukan merupakan tindak pidana. 
Apabila penuntut umum atau terdakwa merasa bahwa hakim tidak adil 
dalam menjatuhkan putusan, terdakwa ataupun penuntut umum diperbolehkan 
mengajukan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. 
Upaya hukum merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu hak terpidana 
atau jaksa penuntut umum untuk tidak menerima penetapan atau putusan 
pengadilan karena tidak merasa puas dengan penetapan atau putusan tersebut ( A. 
Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987:93). Menurut KUHAP upaya hukum dapat 
dibedakan dibagi menjadi 2(dua) yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar 
biasa.  
Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi. Banding yaitu 
terhadap diri terdakwa atau penuntut umum, KUHAP memberikan hak kepada 
mereka untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat 
pertama kecuali terhadap putusan bebas murni/vrijpraak (bebas dari segala 
dakwaan), bebas tidak murni/onslag van alle rechtvervollgingatau lepas dari 
segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan 
hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (putusan tindak pidana ringan 
dan perkara pelanggaran lalu-lintas). Dan upaya hukum kasasi adalah terhadap 
putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir  oleh pengadilan lain selain 
daripada Mahkamah Agung, terdakwa ataupun penuntut umum dapat mengajukan 
permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap 
putusan bebas murni/vrijpraak (Pasal 244 KUHAP). 
Sedangkan untuk upaya hukum luar biasa terdiri dari Kasasi demi 
kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali. Pemeriksan Tingkat Kasasi Demi 
Kepentingan Hukum yaitu demi kepentingan hukum terhadap semua putusan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain 
Mahkamah Agung dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan oleh Jaksa Agung dan 
putusan kasasi demi kepentingan hukum, tidak boleh merugikan pihak yang 
berkepentingan.Peninjauan Kembali yaitu terhadap putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari 
segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan 
permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. 
Seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor  
68/PID.B/2011/-PN.DPS tersebut, yang dalam putusannya menjatuhkan sanksi 
pidana yang belum mencerminkan keadilan bagi terdakwa kemudian diajukan 
upaya hukum banding, kasasi, pengajuan peninjauan kembali dalam kasus tindak 
pidana penggelapan oleh terpidana RACHMAT AGUNG LEONARDI als. 
YONGKI.  Dalam kasus tersebut terdakwa RACHMAT AGUNG LEONARDI 
als. YONGKI telah didakwakan melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan 
sebagai dakwaan alternatif pertama atau Pasal 372 KUHP tentang penggelapan 
sebagai dakwaan alternatif  kedua. 
Pemeriksaan perkara tersebut hakim Pengadilan Negeri Denpasar 
menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan amar putusan telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ”Penggelapan” 
sebagaimana pada dakwaan Alternatif  Kedua, dengan kata lain bahwa terdakwa 
terbukti melakukan perbuatan penggelapan. 
Putusan hakim Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri. 
Untuk selanjutnya pada tahap Kasasi, terdakwa dinyatakan bebas dalam dakwaan 
pertama yaitu penipuan. Akan tetapi, terbukti secara sah dalam dakwaan kedua 
yang merupakan penggelapan, dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung 
memutuskan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan 
putusan Pengadilan Negeri, yang berkaitan dengan sanksi pidana semula dijatuhi 
pidana penjara 1(satu) tahun, diganti pidana penjara 1 (satu) tahun tidak harus 
dijalani dalam masa percobaan selama 2 (dua) tahun. 
 Kemudian pada tanggal 29 November 2011 ditemukan bukti baru dan 
kekhilafan hakim  yang digunakan untuk pengajuan Peninjauan Kembali 
Terpidana terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor  1656 K/PID/2011. 
Lalu dalam putusan terakhir dari Mahkamah Agung Nomor  108 PK/PID/2012 
yaitu Menyatakan Terpidana RACHMAT AGUNG LEONARDI als. YONGKI 
terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut 
Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. 
Sehingga Melepaskan Terpidana oleh karena itu dari segala tuntutan hukum 
(onstlaag vanalle rechts vervolging). 
Hal ini menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji terhadap putusan 
tersebut agar lebih mengetahui secara jelas kesesuaian pengajuan Peninjauan 
Kembali yang diajukan oleh Terpidana dengan ketentuan KUHAP dan alasan 
pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus permohonan peninjauan 
kembali yang diajukan oleh Terpidana berupa  putusan lepas dari segala tuntutan 
hukum. 
Berdasarkan hal-hal yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis 
tertarik membuat sebuah penulisan hukum dalam rangka mengajukan skripsi 
dengan judul “PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI TERPIDANA 
PERKARA PENGGELAPAN BERDASARKAN NOVUM TERDAPAT 
PELANGGARAN ASAS NEBIS IN IDEM BERIMPLIKASI PUTUSAN 
LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (STUDI PUTUSAN 
MAHKAMAH AGUNG NOMOR  108 PK/PID/2012)”. 
 
